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Abstrak 

Aplikasi LAPOR telah menjadi salah satu alat penting dalam memfasilitasi 

masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik. Diskominfo 

Kabupaten Rembang, sebagai salah satu instansi yang menggunakan aplikasi 

LAPOR, memiliki peran krusial dalam memastikan responsivitas layanan terhadap 

pengaduan masyarakat. Namun, masih perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi 

sejauh mana responsivitas layanan pengaduan ini terwujud. Dalam era digital seperti 

sekarang, pelayanan publik harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan 

teknologi. Aplikasi LAPOR menjadi salah satu wujud upaya pemerintah dalam 

meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan publik. Oleh karena itu, penting 

untuk mengidentifikasi sejauh mana Diskominfo Kabupaten Rembang mampu 

merespons pengaduan yang masuk melalui aplikasi LAPOR dengan cepat dan 

efektif.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisi responsivitas layanan 

pengaduan pelayanan publik berbasis aplikasi LAPOR di Diskominfo Kabupaten 

Rembang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

menjadi penghambat responsivitas layanan pengaduan pelayanan publik berbasis 

aplikasi LAPOR di Diskominfo Kabupaten Rembang. Metode penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumen.Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa responsivitas layanan pengaduan pelayanan publik berbasis aplikasi LAPOR 

di Diskominfo Kabupaten Rembang belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. 

http://www.fisip.undip.ac.id/
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Hal ini disebabkan karena ada 2 indikator masih belum optimal, seperti 

masihadahambatandalammemberikanrespons yang 

tepatwaktuterhadapaduandarimasyarakat dan 

ketidakjelasanprosedurpenangananpengaduandapatmenyebabkanpetugasmemerlukan

waktulebih lama 

untukmeresponsataumenanganipengaduandengantepat.Untukmemberikanumpanbalik 

yang lebihefektifkepadapelapor, pentinguntukmemberikanrespons yang tanggap, 

empatik, jelas, dan solutif. 

 

Kata Kunci: Responsivitas, LayananPengaduan, Aplikasi LAPOR 

 

ABSTRACT 

LAPOR application has become an important tool in facilitating the public to submit 

complaints regarding public services. DiskominfoRembang Regency, as one of the 

agencies that uses the LAPOR application, has a crucial role in ensuring service 

responsiveness to public complaints. However, research still needs to be carried out 

to evaluate the extent to which the responsiveness of this complaint service is 

realized. In the digital era like now, public services must be able to adapt to 

technological developments. The LAPOR application is a manifestation of the 

government's efforts to increase the accessibility and responsiveness of public 

services. Therefore, it is important to identify the extent to which the Rembang 

Regency Diskominfo is able to respond to complaints received via the LAPOR 

application quickly and effectively. The aim of this research is to analyze the 

responsiveness of public service complaint services based on the LAPOR application 

at the DiskominfoRembang Regency. This research also aims to identify factors that 

hinder the responsiveness of public service complaint services based on the LAPOR 

application at the DiskominfoRembang Regency. This research method uses a 

qualitative descriptive approach with data collection techniques in the form of 

interviews, observation and document analysis. The results of the research show that 

the responsiveness of public service complaints services based on the LAPOR 

application at the Rembang Regency Communication and Information Office is not 

yet running optimally. This is because there are 2 indicators that are still not optimal, 

such as there are still obstacles in providing timely responses to complaints from the 

public and unclear procedures for handling complaints can cause officers to take 

longer to respond or handle complaints appropriately.To provide more effective 

feedback to reporters, it is important to provide responsive, empathetic, clear and 

solution responses. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pesatnyaperkembanganteknologiin

formasi pada saat ini sangat cepat dan 

hampir menyeluruh disemua kalangan 

dan semua bidang. Penggunaan 

sistem informasi untuk membantu 

kinerja organisasi semakin 

dibutuhkan dikarenakan informasi 

sebagai salah satu sumber daya yang 

penting dalam manajemen modern. 

Dengan didukung oleh kecanggihan 

teknologi informasi telah 

memungkinkan pengembangan sistem 

informasi yang semakin handal 

berbasis website ataupun mobile. Di 

era sekarang hampir segala bidang 

telah memanfaatkan produk dari 

teknologi informasi. Salah 

satunyabidangpelayananpublik. 

Pelayananpublikmenjadiisu 

kebijakan yang semakin strategis dan 

merupakan isu hangat yang selalu 

menjadi bahan perbincangan, karena 

pelayanan publik di Indonesia 

cenderung berjalan ditempat 

sedangkan implikasinya sangat luas 

dalam kehidupan ekonomi, politik, 

sosial budaya dan lain-lain. Perbaikan 

dan peningkatan pelayanan di sektor 

publik merupakan tujuan dari agenda 

reformasi pemerintahan di Indonesia. 

hakikat dari pelayanan publik itu 

sendiri adalah pemberian pelayanan 

kepada masyarakat yang 

merupakanperwujudankewajibanapar

aturpemerintahsebagaiabdimasyarakat 

(Dewi, 2017). 

Penerapanteknologidalampelayana

npublikmerupakanarahanwajibbagipe

merintah, sebagaimanatertuangdalam 

Keputusan PresidenNomor 3 Tahun 

2003 tentangKebijakan dan Strategi 

Nasional Kemajuan E-Government 

dan Pelayanan Publik, 

berdasarkanUndang-UndangNomor 

25 Tahun 2009. Peraturanperundang-

undanganinidirancanguntukmeningka

tkankualitaslayananpublikdenganme

mastikanefisiensi, transparansi, dan 

berbagaihasilpositiflainnya. Oleh 

karenaitu, 

layananberbasisteknologimenjadi 

sangat pentingbagipemerintah (Nur 

Khaerah, 2019). 

Selamainipengelolaanpengaduanm

asyarakatkhususnya pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota 

Rembangmasihkurang optimal 

meskipunsudahditerapkansistempeng

aduan.Sistempengaduan yang 

adasaatinimasihbersifat manual 

sehinggamengharuskanindividuuntuk

datanglangsungkekantorlayananterkai

t. Proses manual 

inimemakanbanyakwaktu, tenaga, dan 

sumberdayakarenamemerlukankunjun

ganlangsungkekantoruntukbertemude

nganpetugasadministrasi, yang 



dilanjutkandenganpendataanmengenai

pengaduan yang akandiajukan.  

KabupatenRembangmenggunakan

sistemLayananAspirasi dan 

Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), 

yang sudahditerapkansejaktahun 

2018. Salah 

satukeunggulandariaplikasi LAPOR 

adalahketersediaannyadalam platform 

android.PemerintahKabupatenRemba

ngkembalimeluncurkankanalsaluranin

formasimaupunpengaduandarimasyar

akat, kali inimelalui Dinas 

Komunikasi dan Informasi (Kominfo) 

KabupatenRembangdengankanaladua

nmelalui Short Message Service atau 

SMS yang bernamaWadulBupati dan 

situs 

www.lapor.go.id.Sebelumnyasalurani

nteraksiinformasimasyarakatdenganP

emkabtelahdilakukanmelalui media 

sosialdisusul dialog interaktif “Hallo 

Bupati” di salah satu radio Swasta. 

Selain kanalkanaltersebut, 

KegiatantemulangsungdenganBupati 

dan Wakil Bupati juga rutin di 

lakukansetiaptahunnya di 

semuaKecamatan. MelaluiDinamika 

Pembangunan, 

masyarakatbisamenyampaikan saran, 

usulan dan evaluasipembangunan 

yang 

telahdilaksanakanpemerintah.Sementa

raituterkaittatacarapengirimansmsmas

yarakatdapatmengirim SMS dengan 

format ketiksms: WADULBUPATI 

(spasi) ISI ADUAN kirimke 1708 

dengantarifsms normal.  

SesuaiPeraturan Menteri 

PendayagunaanAparatur Negara dan 

Reformasi BirokrasiNomor 62 Tahun 

2018, Kota 

Rembangmelakukanpendekataninovatif

dalammemfasilitasipengaduanmasyara

katmelalui platform online 

denganmenggunakanaplikasi LAPOR. 

Inisiatifinibertujuanuntukmeningkatkan

keterlibatanmasyarakatdenganmemung

kinkanmerekamemberikanumpanbalik, 

keluhan, dan saran 

mengenailayananpemerintah.Berikutini

adalahmekanismelayananpengaduanpel

ayananpublikmelaluiaplikasi LAPOR. 

Gambar 1.1 

MekanismePenggunaanLayananAd

uanMelalui LAPOR 

Sumberhttps://www.lapor.go.id/statist

ik/sumber-laporan 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lapor.go.id%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1QBE5JPesNKXZcaLJoKWt6oII6xf2xLBmOUO00mlpB2p2rDcBlfvKRKOI_aem_AVNs2Ycmmv7qM8YKQrtmKj0xs18sQBp64ICoBbGgGCdpRfbmej-ESkGjyF1GzrzOfjGKYSDwyBJuowg2zLWzHW7s&h=AT20ZSHuATWerh9gH-6XdCalPSXUVE28efJOih2VNKv4mrXrPUg8tWWcrlHKnO43sD8kn0VKVRbFndNqD864iVUOIpewHpHRBy3M30mDfHjp_Niq3RILW0cINj2qRx8v97o8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2urH8lUMIAgvDMal4a2iB4F4sxy29IUT3-S4B7b5sV6yGAI4-bbioRbwig-oA1Z8Sn0ILN4WyF-xQhRhcc1XSUuXffZiw9TXHN71SynZfre8E-wkWkp-CILc2ZbGM8XYVQBjjg6c2HHjQeKNO-OOYoVWCbYX1YvZoV0OhdNhmN4uOM2Hrf4nce9Xok8S76zquRt2sheFri


 

Gambar 1.2 

Data 

LaporanPengaduanMelaluiAplikasi 

LAPOR Tahun 2023 

 
 Sumber:https://www.lapor.go.id/st

atistik/sumber-laporan 

Data 

tersebutmenunjukkanjumlahpengadua

nterkaitpelayananpublikmelaluisistem

berbasisaplikasi LAPOR 

terusmengalamipeningkatan. Pada 

tahun 2023, terdapat total 14.753 

permohonanpengaduan yang 

terdokumentasi. Hal 

inimenunjukkanprevalensipenggunaa

n internet di kalanganmasyarakat, 

yaitu 69,73% dari total penggunaan, 

karenakemudahan dan proses 

pengaduan yang cepat. Selain itu, 

pengaduan yang 

disampaikanmelaluiaplikasi Android 

merupakanmetodeterpopulerkedua, 

yaitusebesar 18,87% dari total 

penggunaan. Proses 

inimelibatkanpengunduhanaplikasi 

LAPOR dari App Store atau Play 

Store.Metode 

ketigamelibatkanpenggunaan 

WhatsApp, yang mencakup 2,60% 

dari total penggunaan. 

 

 Tabel 1.2 

ResponPengaduan Masyarakat 

RembangBerbasisWebsite 

InstitusiTahun (2018-2022) 

Tah

un 

Juml

ah 

Lapo

ran 

Masu

k 

Belum 

ditindakla

njuti 

Selesai 

(direspo

n) 

2018 36 15 

(41,6%) 

21 

(58,4%

) 

2019 44 20 

(45,4%) 

24 

(54,6%

) 

2020 50 27 

(54%) 

23 

(46%) 

2021 54 25 

(46,2%) 

29 

(54,8%

) 

2022 66 35 

(53%) 

31 

(47%) 

Juml

ah 

250 121 

(48,4%) 

129 

(51,6%

) 

Sumber:https://www.lapor.go.id/statis

tik/sumber-laporan 

Dari data 

diatasdapatdilihatbahwaresponaduan

masyarakatRembangbelumsepenuhny

aberjalandenganbaikataubelum 

optimal darikurunwaktu 5 tahun, 

masihditemukanlaporanpengaduan 

https://www.lapor.go.id/statistik/sumber-laporan
https://www.lapor.go.id/statistik/sumber-laporan
https://www.lapor.go.id/statistik/sumber-laporan
https://www.lapor.go.id/statistik/sumber-laporan
https://www.lapor.go.id/statistik/sumber-laporan
https://www.lapor.go.id/statistik/sumber-laporan


yang belumditindaklanjuti. Namun 

pada tahun 2018 

laporanpegaduandarimasyarakatRemb

angmendapatbanyakresponyaituseban

yak 21 respondari 36 laporanmasuk. 

PemerintahRembangmemberikankem

udahanbagimasyarakatuntukdapatmel

akukanpengaduan. Kemudian, 

pemerintah dan 

badaanperangkatdaerahsetelahmeneri

maisilaporanpengaduanakansegerame

nindaklanjutilaporantersebut. 

Tindaklanjutlaporandapanberupapem

berianpelayanandokumeninformasi, 

rekomendasi, 

penangananlangsungdibidaanginsfrast

ruktursarana, 

hinggapemberdayaanmasyarakat. 

Berkaitandenganhaltersebut, 

tujuanpenelitianiniadalahuntukmenga

nalisisresponsivitaslayananpengaduan

pelayananpublikberbasisaplikasi 

LAPOR 

danmenjelaskanpemahamanprosedura

lpenggunaanaplikasi LAPOR, yang 

berkontribusiterhadappeningkatanresp

onsivitasterhadappengaduan. 

Responsivitaslebihdarisekedarmemen

uhipermintaaninformasipublikataume

ngelolanya. 

Perspektiftambahanmengenaidayatan

ggapmenggarisbawahipentingnyapem

erintahatauinstansiterkaitmendengark

an dan menanganikebutuhan dan 

aspirasimasyarakatsecarakonsisten 

dan kolaboratif. Maka, 

penelititertarikmengambilsebuahjudul

penelitian“ResponsivitasLayananPen

gaduanPelayanan Publik 

BerbasisAplikasi (LAPOR) Studi 

Pada 

DiskominfoKabupatenRembang” 

 

 

B. IdentifikasiRumusanMasalah 

Di bawahiniterdapatbeberapamasalah 

yang 

diidentifikasidarilatarbelakangdalamp

enelitianini: 

1. Terdapatbanyaklaporanpengaduan

permasalahanpublik yang 

masukmelaluiaplikasi LAPOR. 

2. Proses 

wakturesponpengaduanpelayananp

ublikmelaluiaplikasi 

LAPORbelumsesuai SOP. 

3. Masih 

terdapatlaporanpengaduandarimas

yarakatyang 

belumditindaklanjutiataubelumdire

spon. 

4. Terdapatketerbatasandalamsarana 

dan 

prasaranauntuklayananpengaduan, 

terutamadalamhalpelatihanbagilem

baga-lembagalayananpublik. 

5. Belum tersedianya layanan 

informasi dan 

tumpangtindihnyalayananinformas

isehinggamenhambatlayananpenga

duan. 

Rumusan masalah penelitian ini 

adalahsebagaiberikut, 



berdasarkanmasalah yang 

telahdiidentifikasisebelumnya: 

1. Bagaimanaresponsivitaslayananpe

ngaduanpelayananpublikberbasisa

plikasi LAPOR studipada 

DiskominfoKabupatenRembang? 

2. Apafaktor-faktoryang 

menghambatresponsivitaslayananp

engaduanpelayananpublikberbasisa

plikasi LAPOR studi pada 

DiskominfoKabupatenRembang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkanrumusanmasalah yang 

telahdiuraikan, 

makatujuanpenelitianiniadalahsebagai

berikut: 

1. Menganalisisresponsivitaslayananp

engaduanpelayananpublikberbasisa

plikasi LAPOR studi 

padaDiskominfoKabupatenRemba

ng. 

2. Mengidentifikasidan 

menganalisisfaktor-faktor yang 

menghambatresponsivitaslayananp

engaduanpelayananpublikberbasisa

plikasi LAPOR studi pada 

DiskominfoKabupatenRembang. 

 

D. Kajian Teori 

Administrasi Publik 

Administrasipubliktelahmengalami

perkembanganparadigma yang sangat 

pesat. Mulai 

dariperiodeklasiksampaidenganperke

mbangan yang mutakhir dan 

kontemporersaatini. Perkembangan 

dan 

pergeseranparadigmatersebutsejaland

enganperkembanganmasyarakat dan 

kehidupanbernegara. Pada 

periodeklasikdengandinamikapencari

anjatidirisampaipenemuanjatidirinya

menjadiIlmuAdministrasi Publik, 

denganlokusyaknibirokrasipemerintah

an dan persoalan-

persoalanmasyarakat (public affairs) 

sertafokusnyaterkaitdenganteoriorgan

isasi,praktikadalamanalisiskebijakanp

ublik, teknikteknikadministrasi dan 

manajemen yang sudahmaju, 

menegaskanbahwa domain 

administrasipublikberorientasi pada 

apa yang dilakukan oleh 

birokrasipemerintahan yang 

terkaitdenganpersoalan-

persoalanmasyarakatdenganmenggun

akanberbagaikonsep dan 

teoriorganisasi, kebijakanpublik, 

teknik-teknikadministrasi dan 

manajemen. 

Perubahantersebut, pada 

akhirnyamembawaorientasiparadigma

penyelenggaraan negara 

dariperspektif government menuju 

governance. Yang 

dalamperkembangannyamenjadisebua

hparadigmabarudalamadministrasipub

lik, yang mencandrabahwaurusan dan 

kepentinganpublikbukanmerupakanur

usanpemerintahsematatetapi juga 

urusanpihak non pemerintah dan 

masyarakatitusendiri. 

Donald Kettl (2002) 

berpandanganbahwatantangan yang 



dihadapi oleh birokrasipemerintahan 

(Amerika) adalah yang 

berkenaandengankapasitas, 

yaitumengembangkansistem dan 

sumberdayamanusia yang 

mampumengintegrasikankolaborasiba

ru (new collaboratives), 

denganmembangunsistemhorisontal, 

untudkmereduksidominasisistemtradi

sional yang vertikal, sistemfungsional 

dan terspesialisasi yang 

terusmenerusmendominasibirokrasi. 

ParadigmaAdministrasi Publik 

Administrasipublikmengalamiperuba

hanparadigma yang 

semakinberkembangdariwaktukewakt

uterkaitcarapandang, prinsipdasar, 

metode, nilai, 

ataucarauntukmenyelesaikanpermasal

ahan yang terjadi pada masa tertentu. 

Nicholas Henry (dalamKeban, 

2014:31-33) 

mengungkapkanbahwaadministrasipu

blikmemiliki lima paradigma yang 

dapatdijabarkansebagaiberikut: 

Paradigma 1 tahun 1900-1926 

(Dikotomi Politik dan Administrasi)  

Paradigmainidiungkapkan oleh Frank 

J. Goodnow dan Leonard D. White 

yang 

memisahkanantarapolitikdenganadmi

nistrasi. Pemisahantersebutterlihat 

pada badan legislatif yang 

memilikitugasuntukmengekspresikan

kehendak rakyat, kemudian badan 

eksekutifmemilikitugasuntukmelaksa

nakankehendaktersebut, dan badan 

yudikatifmerupakanpihak yang 

membantu badan 

legislatifuntukmenentukantujuan dan 

merumuskankebijakan yang 

dibutuhkan. Disini, 

administrasidilihatsebagaisesuatu 

yang bebasnilai dan 

memilikiarahuntukmencapainilaiefisi

ensi dan ekonomi. 

Paradigmainimemilikikelemahan, 

yaituhanyamenekankanlokus dan 

kurangmembahastentangfokus yang 

jelasdalam government bureaucracy.  

Paradigma 2 tahun 1927-1937 

(Prinsip-prinsipAdministrasi)  

Paradigmainidiungkapkan oleh 

Willoughby, Gullick &Urwick yang 

memperkenalkanprinsip-

prinsipadministrasidalam 

POSDCORP (planning, organizing, 

staffing, directing, coordinating, 

reporting, dan budgeting) 

sebagaifokusdariadministrasipublik. 

Paradigmainilebihmenekankanfokusd

ari pada lokus. Hal 

inidikarenakanprinsip-prinsip yang 

diterapkantersebutdianggapdapatberla

kusecara universal.  

Paradigma 3 tahun 1950-1970 

(Administrasi Negara 

sebagaiIlmuPolitik)Pada tahun 1946, 

Morstein-Marx 

menganggapbahwapolitikdenganadmi

nistrasi yang 

dipisahkansepertiparadigmapertamate

rsebutmerupakanhal yang 

tidakrealistis. Selain itu, Herbert 



Simon 

mengkritikterkaitprinsipadministrasi 

yang terlihattidakkonsisten. 

Kemudian di sampingitu, John 

Gausmenyatakanbahwateoriadministr

asipublikmerupakanteoripolitik. Hal 

inimembuatadministrasipublikberada

dalamkrisisidentitaskarena pada masa 

iniadministrasipublikmemilikiilmupol

itik yang dianggaplebihdominan, 

dimanalokusnyaadalahbirokrasipemer

intahan, 

tetapifokusnyatidakjelasdikarenakanb

anyakkelemahan yang ada pada 

prinsipsebelumnya. 

Paradigma 4 tahun 1956-1970 

(Administrasi Publik 

sebagaiIlmuAdministrasi)Paradigmai

nimengembangkanprinsip-prinsip 

yang dipopulerkan pada 

paradigmakedua. Fokus yang 

diterapkandalamparadigmainiyaituana

lisismanajemen, perilakuorganisasi, 

dan pemanfaatanteknologi modern. 

Fokusinidianggapdapatdikembangkan 

pada sektorbisnis dan juga 

administrasipubliksehinggadisinimeni

mbulkanadanyaketidakjelasan pada 

lokusnya. 

Paradigma 5 tahun 1970-sekarang 

(Administrasi Publik 

sebagaiAdministrasi 

Publik)Berbedadenganparadigmasebe

lumnya, fokus dan lokus pada 

paradigmainitelahdisampaikansecaraj

elas, 

adapunfokusnyaadalahteoriorganisasi, 

teorimanajemen, dan kebijakanpublik. 

Sehubungandenganitu, 

lokusdariadministrasipublikdalampara

digmainiyaitumasalah dan 

berbagaikepentinganpublik. 

Paradigma 6: Governance (1990-

sekarang) 

Konsepparadigmainimerupakanpenerj

emahanbaru dan 

aplikasidariakhirtahun 1980 sampai 

1990. MenurutTamayan 

(dalamIkeanyibedkk, 2017), 

konsepinidapatdikatakansebagaiprakti

kdarikekuasaaan dan wewenang yang 

dilakukan oleh para 

pimpinanpolitikuntukkesejahteraanwa

rga negara, proses 

kompleksdimanabeberapasektormasy

arakatmemegangkekuasaan, dan 

memberlakukkansertamengumumkan

kebijakanpublik yang 

secaralangsungmempengaruhiinteraks

imanusia dan kelembagaan, ekonomi, 

sertaperkembangansosial.Penelitian 

yang 

dilakukanpenulissejalandenganparadi

gmakeenam, yang 

dikenalsebagaiparadigma governance, 

yang membahastentangbagaimana 

negara 

memilikitugasmemberikanpelayanans

ebaikmungkinkepadamasyarakatuntu

kmencapaitujuankepuasanmasyarakat

kepadapemerintah.  

Governance 

Governance tidak identik dengan 

konsep government, governance 



diartikan sebagai mekanisme, praktek 

dan tata cara pemerintahan dan warga 

mengatur sumber daya serta 

memecahkan masalah-masalah 

publik. Pada konsep governance, 

pemerintah hanya menjadi salah satu 

actor dan tidak selalu menjadi aktor 

yang menentukan. Implikasi peran 

pemerintah sebagai pembangunan 

maupun penyedia jasa layanan dan 

infrastruktur akan bergeser menjadi 

bahan pendorong terciptanya 

lingkungan yang mampu 

memfasilitasi pihak lain di komunitas. 

Governance secara lebih luas 

dipahami dengan penyelenggaraan 

kebijakan publik dengan melibatkan 

banyak aktor yang berpartisipasi, 

diantaranya pemerintah, masyarakat, 

swasta dan lainya (Astuti, Warsono, 

& Rachim, 2020). 

Penerapan Good Governance 

dalam mengelola suatu sektor publik 

sangat penting karena dapat secara 

langsung memberikan petunjuk yang 

jelas dalam pengambilan keputusan 

yang tepat dan bertanggung jawab 

serta memungkinkan pengelolaan 

sektor publik yang lebih 

amansehinggadapatmeningkatkannilai 

dan kepercayaanmitraataumasyarakat. 

Good Governance 

Istilah “governance” dan “good 

governance” telah digunakan secara 

luas dalam kebijakan publik dan 

literatur pembangunan sejak pertama 

kali diadopsi oleh UNDP (PBB) pada 

akhir 1980-an karena keprihatinan 

serius mengenai korupsi dan 

kurangnya partisipasi publik dalam 

sistem yang digerakkan oleh negara 

(Satpathy, Muniapan,, & and Dass, 

2013).  Pemerintahan yang bersih dan 

baik sangat diinginkan oleh setiap 

warga negara khususnya negara 

Indonesia, agar masalah dalam urusan 

tata kelola industri di Indonesia dapat 

terselesaikan dengan baik. Negara 

Indonesia sudah menerapkan konsep 

Good Governance atau tata kelola 

pemerintahan yang baik. Menurut 

Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 

hukum ini menjadi dasar dalam 

menyelenggarakan suatu kegiatan 

yang bertujuan untuk meningkatkan 

pemerintahan yang baik dalam upaya 

mencegah praktik kolusi, korupsi dan 

nepotisme. Oleh karena itu, 

berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 

harus mampu menciptakan 

pemerintah yang transparan, efisien 

dan birokrasi yang semakin baik.  

MenurutAgoes (2013) mengartikan 

Good Governance sebagai suatu cara 

pemerintahan untuk mengatur 

hubungan antara tugas komite, peran 

direksi, pemangku kepentingan dan 

pemegang saham lainnya. Suatu 

proses yang dilakukan secara 

transparan untuk menentukan tujuan 

pemerintah, penilaian kinerja dan 

pencapaian disebut juga sebagai tata 

cara kelola pemerintah yang bersih 

dan baik. Peraturan Pemerintah No. 



101 Pasal 2d yang dimaksud dengan 

Good Governance berarti 

pemerintahan yang baik menerapkan 

dan mengembangkan prinsip 

profesionalitas, transparansi, 

akuntabilitas, demokrasi, kualitas 

layanan, efektivitas, efisiensi, 

supremasihukum dan dapatditerima 

oleh seluruhlapisanmasyarakat. 

Responsivitas 

Reponsivitaspelayananpublik sangat 

diperlukan, karena sebagai bukti 

kemampuan organisasi publik untuk 

menyediakan sesuatu yang menjadi 

tuntutan seluruh rakyat di suatu 

negara. Maka dari itu responsivitas 

merupakan cara yang efesien untuk 

mengatur urusan dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat baik 

ditingkat pusat maupun tingkat daerah 

atau lokal. Dalam hal ini, baik 

pemerintah pusat maupun daerah 

dapat dikatakan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat apabila 

kebutuhan masyarakat diidentifikasi 

oleh para pembuat kebijakan dengan 

pengetahuan yang dimiliki secara 

tepat dan dapat menjawab apa yang 

menjadikepentinganpublik (Widodo 

dalam Aprilya (2019)). 

Zeithaml (dalamHardiyansyah, 

2011:46) 

menyatakanbahwaresponsivitastermas

uk salah 

satudimensikualitaspelayananpublik, 

dimanadalamresponsivitasitusendirite

rdiriatasbeberapaindikator, 

sebagaiberikut: 

1) Kemampuanmeresponmasyarakat 

yang inginmendapatkanpelayanan.  

Setiapmasyarakatmemilikikarakter 

yang berbeda-beda, 

makadariitupetugaspenyedialayana

nharustahu dan 

mampubagaimanabersikap dan 

berkomunikasidenganbaikdengan 

para penerimalayanan.  

2) Petugas / 

aparatmelakukanpelayanandengan

cepat.  

Yaitu 

mencakupmemberikanlayananseca

racepatdengansikap yang siap, 

jujur, dan 

tanpapenundaanwaktudalammelay

animasyarakat.  

3) Petugas / 

aparatmelakukanpelayanandengan

cermat.  

Yaitu berartimenjagafokus dan 

komitmendalammemberikanlayanank

epadapenerimalayananuntukmenghin

darikesalahandalam proses pelayanan. 

4) Petugas / 

aparatmelakukanpelayanandenga

ntepat.  

Hal 

iniberkaitandenganmenghindarik

esalahandalampemberianpelayan

an, memastikanpelayanan yang 

diberikansesuaidenganharapanma

syarakat, sehinggatidakadapihak 

yang 



merasadirugikanataspelayanan 

yang diterimanya.  

5) Petugas / 

aparatmelakukanpelayanandenga

ntepatwaktu. 

Yaitu 

pelaksanaanpelayanankepadamas

yarakatdilakukandengantepatwak

tuartinyatidakmengulurwaktupela

yanansehinggadapatmemberikan

kepastianpelayanankepadamasyar

akat. 

6) Semuakeluhanpelanggandirespon 

oleh petugas / aparat.  

Artinyabahwasetiappenyedialaya

nanharusmenyediakanakseskepad

amasyarakatuntukdapatmenyamp

aikankeluhannya dan 

dapatdicarikansolusi yang 

terbaik. 

Tata kelola yang 

responsifmengharuskansemuaaktor, 

yang dipimpin oleh pemerintah, 

untukpekaterhadappendekatanberbasi

shakuntukpembangunanketikakebutu

hanwarga negara dapat sangat 

bervariasi. 

Menjadiresponsifterhadappeningkatan

permintaanpublikuntuklayanan dan 

bagaimanalayanantersebutdiberikanm

embutuhkanpemerintah, 

denganmitramereka, 

untukmempertimbangkankesetaraan 

dan 

pemerataandalampenyediaanbarang 

dan jasasertaaksesterhadapnya. 

Beberapaaspekpenghambatresponsivit

asdarikonsep UNDP (2015) 

diantaranya: 

1. Networking 

Konsepkoordinasi yang 

dilakukanmengintegrasikanupayak

olaboratifdariinstansipemrintahunt

ukmenjadikesatuanmenujutujuanbe

rsama, sebagaibentukkolaborasi, 

kerjasamaantarinstansi, 

aktorpelayanandalammenyelesaika

nsuatumasalah. Pola 

koordinasiinimenekanpelayanan 

yang 

terintegrasisehinggaprinsipkolabor

asi, kebersamaan, 

kesatuandalammelayanipermintaan

wargadapatdiselesaikandenganwak

tu yang singkat. 

2. Sumber Daya Manusia (SDM) 

 Kurangnyasumberdayamanusia

darisegikuantitas dan 

kulitasmerupakansuatupenghambat

dalammemberikanresponsivitaster

utamadalammemberikansebuahpel

ayanan. 

Ketanggapanterkaitdengankeperca

yaan pada pemerintah, yang pada 

gilirannya, sangat 

pentinguntukmendorongkerjasama 

dan kepatuhanterhadaphukum dan 

peraturan. Oleh 

karenaituadahubungan timbal 

balikantarakepercayaanpublik pada 

pemerintah dan organisasiterkait, 

dan pemerintahan yang responsif. 

 

METODE PENELITIAN 



Penelitianinimenggunakanmetodologi

deskriptifkualitatif, 

selarasdengankerangkapenelitiankuali

tatif yang digariskan oleh Bogdan dan 

Taylor dalamMoleong (2011, hal, 4). 

Pendekatandeskriptifkualitatifmemerl

ukanpengumpulan data 

melaluiekspresi verbal 

atautertulisdaripartisipan dan 

mengamatiperilaku.Dalam 

penelitianini, lokasi yang 

dipilihdijadikansebagaisumber data 

utamamelaluimetodepengumpulanlan

gsung.Penelitianinimenggunakan data 

kualitatif yang 

diperolehdariberbagaisumbersepertid

okumen dan 

wawancarabaiklisanmaupuntertulis 

yang dilakukanterhadappegawai dan 

pemangkukepentingan di Dinas 

Komunikasi dan 

InformatikaKabupatenRembang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Responsivitaslayananpengaduanpel

ayananpublik yang 

menggunakanaplikasi LAPOR 

Studi 

PadaDiskominfoKabupatenRemba

ng 

1. Kemampuan Merespen 

Masyarakat Yang Ingin 

Mendapatkan Pelayanan 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa 

pengaduan merupakan sumber 

informasi penting yang membantu 

dalam mengidentifikasi lokasi dan 

sifat kesalahan yang dilakukan oleh 

organisasi dalam memberikan 

layanan. Layanan pengaduan sendiri 

mencakup proses penyaluran keluhan, 

penanganan respon terhadap keluhan, 

memberikan umpan balik, dan 

melaporkan penanganan keluhan 

tersebut. Mekanisme Umpan balik 

yang didasarkan pada informasi yang 

tidak akurat atau pemahaman yang 

salah tentang prosedur atau kebijakan 

pelayanan publik juga dapat 

mengganggu. Karena komunikasi 

berjalan satu arah akibatnya terdapat 

asumsi buruk dari masyarakat. 

Komunikasi pegawai yang baik dalam 

memberikan respon pengaduan adalah 

bahwa pegawai tersebut harus mampu 

berkomunikasi dengan baik dalam 

menanggapi setiap pengaduan yang 

diterima. Dengan menjalankan 

komunikasi yang baik sesuai dengan 

prinsip-prinsip atau SOP yang berlaku 

maka aduan yang masuk di aplikasi 

LAPOR akan ditanggapi dengan baik 

dan memberikan pengalaman yang 

positif bagi pengirim aduan. 

Berdasarkan pembahasan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa dengan 

mengikuti proses komunikasi yang 

terstruktur dan efisien dapat 

dipastikan aduan yang masuk di 

aplikasi LAPOR ditanggapi dengan 

baik dan memberikan solusi yang 

memuaskan bagi masyarakat. 

2. Petugas/ Aparat Melakukan 

Pelayanan Dengan Cepat 



Dari hasil analisis perlu diketahui 

jenis aduan yang cenderung 

diselesaikan dengan cepat biasanya 

memiliki tingkat kompleksitas yang 

rendah dan memungkinkan tindakan 

langsung yang efisien. Seperti aduan 

infrastruktur ringan mencakup aduan 

terkait dengan infrastruktur yang 

memiliki tingkat kerusakan atau 

masalah yang relatif ringan, seperti 

lampu jalan yang mati, trotoar yang 

rusak, atau jalan berlubang. Aduan 

pelayanan publik sederhana jenis 

aduan ini mencakup permintaan 

informasi atau layanan administratif 

yang bersifat rutin dan sederhana, 

seperti permohonan salinan dokumen, 

pengajuan formulir, atau permintaan 

informasi umum. Proses 

penyelesaiannya relatif singkat karena 

permintaan semacam ini mungkin 

hanya memerlukan tindakan yang 

langsung tanpa perlu melalui proses 

verifikasi atau persetujuan yang 

rumit.  

3. Petugas/ Aparat Melakukan 

Pelayanan Dengan Cermat 

Berdasarkan hasil penilitian, 

menunjukan bahwa tingkat 

kecermatan dalam pelayanan 

memastikan bahwa setiap langkah 

yang diambil oleh petugas 

Diskominfo Kabupaten Rembang 

memiliki dampak yang efisien dan 

efektif. Dengan memperhatikan setiap 

detail dan melakukan tindakan 

dengan teliti, petugas dapat 

menghindari kesalahan dan 

memastikan bahwa masalah atau 

permintaan masyarakat ditangani 

dengan baik. 

4. Petugas/ Aparat 

MelalukanPelayanan Dengan 

Tepat 

Berdasarkan hasil penilitian, 

menunjukan bahwa petugas perlu 

memiliki keterampilan dan 

pengetahuan yang memadai terkait 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

Ini termasuk pemahaman yang baik 

tentang prosedur kerja, keahlian 

teknis yang diperlukan, serta 

pengetahuan tentang produk atau 

layanan yang akan ditawarkan kepada 

masyarakat. Pelatihan yang efektif 

memberikan petugas keyakinan untuk 

menangani pengaduan dengan 

efisiensi dan efektivitas. 

5. Petugas/ Aparat Melakukan 

Pelayanan Dengan Tepat Waktu 

Temuan penelitian menegaskan 

bahwa respons yang cepat menjadi 

salah satu elemen utama dalam 

menyediakan layanan publik yang 

efisien dan responsif. Pegawai atau 

petugas pelayanan memahami 

pentingnya merespon kebutuhan 

masyarakat dengan cepat. Petugas 

menyadari harapan masyarakat akan 

tanggapan yang segera atas 

pengaduan atau permintaan yang 

diajukan. Namun, terdapat faktor-

faktor penghambat seperti 

kebingungan akibat ketidakjelasan 



prosedur atau alur kerja yang rumit, 

yang dapat menghalangi ketercepatan 

respons. 

Faktor-Faktor Yang 

MenghambatResponsivitasLayanan

PengaduanPelayanan Publik 

BerbasisAplikasi LAPOR Studi 

PadaDiskominfoKabupatenRemba

ng 

1. Networking 

Berdasarkan hasil penilitian, 

menunjukan bahwa terdapat factor 

penghambat dalam melakukan 

pelayanan yang terintegrasi dengan 

prinsip kerjasama mengacu pada 

konsep di mana layanan yang 

disediakan oleh Diskominfo 

Kabupaten Rembang sedang 

dikembangkan dan dijalankan 

dengan mempertimbangkan 

kolaborasi antara berbagai entitas 

atau bagian di dalam organisasi 

tersebut, serta kemungkinan 

kerjasama dengan pihak eksternal.  

2. SDM 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemahaman terhadap faktor-

faktor penghambat kinerja pegawai 

dalam menanggapi aduan 

masyarakat sangatlah penting. Salah 

satu faktor yang disoroti adalah 

masalah teknis dalam aplikasi 

LAPOR dan keterbatasan teknologi 

yang dapat menghambat respon 

cepat dan efisien terhadap aduan. 

 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan dan 

analisis pembahasan mengenai 

responsivitas layanan pengaduan 

pelayanan publik berbasis aplikasi 

LAPOR studi pada Diskominfo 

Kabupaten Rembang, dapat dikatan 

belum baik. Hal ini terungkap 

melalui hasil wawancara yang telah 

diuraikan, seperti berikut ini: 

1. Kemampuan Mereespon 

Masyarakat Yang Ingin 

Mendapatkan Pelayanan. 

Berdasarkan hasil penelitian, 

dapat disimpulkan bahwa sikap 

dalam menanggapi atau 

merespon layanan pengaduan 

yang diterima melalui aplikasi 

LAPOR adalah sangat serius 

dan bertanggung jawab. 

2. Petugas/ Aparat Melakukan 

Pelayanan Dengan Cepat. 

Dari hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa masih ada 

hambatan dalam memberikan 

respons yang tepat waktu 

terhadap aduan dari 

masyarakat.  

3. Petugas/ Aparat Melakukan 

Pelayanan Dengan Cermat. 

Dari hasil penelitian, 

disimpulkan bahwa terdapat 

mekanisme yang terstruktur dan 

tertulis dengan baik untuk 

menanggapi respon terhadap 



aduan yang diterima melalui 

aplikasi LAPOR. 

4. Petugas/ Aparat Melakukan 

Pelayanan Dengan Tepat. 

Dari hasil penelitian, 

disimpulkan bahwa beberapa 

faktor dapat menghambat 

responsivitas layanan 

pengaduan melalui aplikasi 

LAPOR. 

5. Petugas/ Aparat Melakukan 

Pelayanan Dengan Tepat Waktu. 

Dari temuan penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa responsivitas 

layanan pengaduan pelayanan 

publik melalui aplikasi LAPOR di 

Diskominfo Kabupaten Rembang 

telah berhasil ditingkatkan,. 

Berdasarkan Hasil 

penelitianmengenai responsivitas 

layanan pengaduan pelayanan 

publik berbasis aplikasi LAPOR di 

Diskominfo Kabupaten Rembang 

menyimpulkan bahwa terdapat 

faktor-faktor yang menghambat 

responsivitas. Berikut adalah 

rangkuman yang lebih mendetail. 

1. Perbedaan dalam kebijakan atau 

regulasi antarlembaga atau 

instansi bisa menjadi 

penghambat utama. 

2. Terdapat beberapa faktor 

penghambat yang dapat 

mempengaruhi respon 

pengaduan dari masyarakat 

beberapa faktor tersebut antara 

lain. teknologi yang tidak 

memadai, masalah teknis atau 

kerentanan sistem dalam 

aplikasi LAPOR,. kurangnya 

personil dan terbatasnya SDM. 

 

Saran 

Dalam upayamewujudkanpelayanan 

yang 

terintegrasidenganprinsipkerjasamaa

ntarlembagaatauinstansidalammena

nganipengaduan, 

pentinguntukmenjalankankoordinasi 

yang 

efektifantarlembagaatauinstansiterka

it. 

Berikutiniadalahcarauntukmewujud

kanpelayanan yang 

terintegrasidenganprinsipkerjasamaa

ntar Lembaga yaitu: 

1. Harmonisasi Kebijakan 

Pihakterkaitperlubekerjasamaunt

ukmemastikanbahwakebijakanata

uregulasiantarlembagaatauinstans

idisesuaikan agar sejalan dan 

mendukungkerjasamadalammena

nganipengaduanmasyarakat.  

2. Komunikasi dan Kolaborasi 

Penting untuk meningkatkan 

komunikasi dan kolaborasi 

antarlembaga atau instansi 

terkait. pertemuan rutin, forum 

diskusi, atau sesi koordinasi 

3. Fleksibilitas dan Adaptabilitas 

Organisasi perlu memiliki tingkat 

fleksibilitas dan adaptabilitas 

yang cukup tinggi untuk 

menyesuaikan diri dengan 



perubahan kebijakan atau 

prosedur. Ini dapat melibatkan 

pengembangan sistem yang dapat 

denganmudahdisesuaikanataudip

erbaruisesuaidengankebutuhan 

yang berkembang. 

Untukmengatasifaktor-

faktorpenghambatdalammenanganir

esponaduan pada LAPOR. 

Berikutiniadalahcarauntukmengatasi

faktor-

faktorpenghambatdalammenanganir

esponaduan pada LAPOR. 

a. PeningkatanTeknologi 

Organisasiperlumengalokasikans

umberdayauntukmeningkatkaninf

rastrukturteknologimereka, 

termasukaplikasi LAPOR 

atausistemlainnya. Hal 

inidapatmencakuppembaruanpera

ngkatlunak, perbaikankeamanan, 

dan 

peningkatankinerjasistemuntukm

engurangimasalahteknisataukeren

tanan yang mungkinterjadi. 

b. PenambahanPersonel 

Jika 

keterbatasanjumlahpersonelmenj

adifaktorpenghambat, 

organisasiperlumempertimbangk

anuntukmenambahjumlahpetugas 

yang 

bertanggungjawabatasmenanggap

iaduan pada LAPOR.  

c. Mekanismeumpanbalik yang 

efektif 

Untukmemberikanumpanbalik 

yang lebih efektif kepada 

pelapor, penting untuk 

memberikan respons yang 

tanggap, empatik, jelas, dan 

solutif. Komunikasi yang 

terbuka, transparan, dan terukur 

juga dapat membantu 

memperbaiki hubungan antara 

penyedia layanan dan pelapor. 
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